
 
 
 
 
 

BUPATI NGANJUK 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK 

NOMOR  06  TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK 

NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NGANJUK, 
 

Menimbang    : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

Penerimaan Daerah melalui Intensifikasi Pajak Daerah, perlu 

dilakukan perubahan tarif dengan menetapkan kembali 

ketentuan Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah. 
 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

3987); 



  

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4377); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444); 

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4966); 

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 



  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4859); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh 

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 

2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5179); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 



  

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 

tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak 

dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 

tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak 

dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk    

Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Nganjuk; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2010 Nomor 01). 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 
 

dan 
 

BUPATI NGANJUK 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 08 

TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.  

 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 
01) diubah sebagai berikut : 
   
1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 23 
 

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:  

a. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana 

sebesar 10% (sepuluh persen); 

 



  

b. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 

10% (sepuluh persen); 

c. pameran sebesar 10% (sepuluh persen); 

d. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 

25 % (dua puluh lima persen); 

e. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh 

persen); 

f. permainan bilyar, golf, dan bowling sebesar 30% (tiga 

puluh persen); 

g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 

ketangkasan sebesar 25% (dua puluh lima persen); 

h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat 

kebugaran (fitness center) sebesar 20% (dua puluh 

persen); dan 

i. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen). 

 
2. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 38 
 

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari sumber 

lain bukan untuk kegiatan industri, pertambangan 

minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

(2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber 

lain untuk kegiatan industri, pertambangan minyak 

bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan  

ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). 

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif 

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu 

koma lima persen).  

 
3. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 52 
 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 15% (lima belas 

persen).       

 
4. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 66 
 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. untuk nilai objek sama dengan atau diatas 

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 0,2 %  

( nol koma dua persen); dan 

b. untuk nilai objek dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah) sebesar 0,1 % ( nol koma satu persen). 

 



  

Pasal II 

 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan, khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan berlaku 1 Januari 2014. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2013 NOMOR 01SERI B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di  Nganjuk 

pada tanggal  5 Desember 2013      

             

BUPATI NGANJUK, 

 

ttd 
 

TAUFIQURRAHMAN 
 

Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 5 Desember 2013 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK 

Kepala Dinas PU. Bina Marga 
 

ttd 
 

Drs. MASDUQI,M.Sc, MM 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19580810 198203 1 027 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

ttd 
 
ELLY HERNATIAS, SH, MM 
Pembina Tingkat I 
Nip. 19661107 199403 1 005 
 



  

 PENJELASAN 
ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  

NOMOR 06  TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK 

NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

 
I. UMUM 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi 

terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut 

mempunyai hak dan kewajiban  mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak 

mengenakan pungutan kepada masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan 

kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti 

pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-

undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada 

undang-undang. 

Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada saat ini kurang 

mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang 

semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian 

kewenangan yang besar pula dalam perpajakan. Ketergantungan daerah yang 

sangat besar terhadap  dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal 

kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah Daerah tidak 

terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat 

setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak 

dibebani dengan pajak. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 

Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam 

perpajakan. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan 

perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak 

daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam 

undang-undang sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk 

membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. 

Dengan perluasan basis pajak yang disertai dengan pemberian 

kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak  yang dapat dipungut 

oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang.  

 



  

II. PASAL DEMI PASAL :   

 

Pasal I 

Pasal 23 

 huruf a 

  Cukup jelas 

 huruf b 

  Cukup jelas 

  huruf c 

  Cukup jelas 

 huruf d 

  Cukup jelas 

 Huruf e 

 Cukup jelas 

Huruf f 

 Cukup jelas 

Huruf g 

 Cukup jelas 

Huruf h 

 Yang dimaksud panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan 

pusat kebugaran (fitness center) yang terkena pajak adalah 

yang diusahakan oleh seseorang atau badan dengan 

menggerakkan beberapa orang sebagai pekerja.  

 

Pasal 38 

Cukup jelas 

 

Pasal 52 

Cukup jelas 

 

Pasal 66 

Cukup jelas 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


